
  

 

 
 

 
 

BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR 17 TAHUN 2018   
  

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik 

Daerah; 
 

  b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum atas investasi 
permanen pemerintah kabupaten lumajang yang telah 

disertakan pada PT. Bank Jatim  maka dibutuhkan 
landasan hukum terkait investasi tersebut; 

 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2013, dengan Peraturan Daerah. 

.      
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5243);  
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5261); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
 

Dengan  Persetujuan  Bersama : 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH   

KABUPATEN  LUMAJANG 
 dan 

BUPATI  LUMAJANG  

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 

2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2013 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1) Besarnya penambahan penyertaan  modal   Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar 

Rp10.161.731.926,29 (sepuluh milyar seratus enam puluh 
satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus 

dua puluh enam koma dua puluh sembilan rupiah). 
 

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud 
ayat (1) terdiri dari : 
a. Tambahan penyertaan modal yang diperoleh dari 

penerimaan dana cadangan umum PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2012 

Sebesar Rp9.508.511.250,00 (sembilan milyar lima 
ratus delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus 

lima puluh rupiah) yang dikonversi menjadi saham. 
b. Tambahan penyertaan modal yang diperoleh dari 

penerimaan deviden saham pada tahun 2007 sebesar 

Rp653.220.676,29 (enam ratus lima puluh tiga juta 
dua ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh 

enam koma dua puluh sembilan rupiah). 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.   

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

 
Ditetapkan   di   Lumajang 

pada tanggal 23 Oktober 2018 
 

BUPATI LUMAJANG, 
 

ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML 

 
Diundangkan di Lumajang  

pada tanggal 23 Oktober 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG 
ttd. 

ttd. 
 

Drs, GAWAT SUDARMANTO 
Pembina Utama Madya 

NIP.19651217 199003 1 007 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 17 

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 314/17-
2018    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 

Sekda   

Asisten    

Ka. BPKD 
  

Direktur PT. Bank Jatim   

Plt. Kabag. Hukum   
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PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR 17 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 

 
 

I. UMUM 
 

bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum atas investasi 

permanen pemerintah kabupaten lumajang yang telah disertakan pada PT. 
Bank Jatim  maka dibutuhkan landasan hukum terkait investasi tersebut. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

 Pasal 4 

Ayat (1)  
Cukup Jelas 

Ayat (2)  
Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sudah termasuk 
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b 

Pasal II 
Cukup Jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 

NOMOR 120 
 


